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Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan
pemanfaatan barang milik negara dalam rangka
penyediaan infrastruktur sebagaimana diamanatkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja
Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
66 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur, telah diterbitkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam
Rangka Penyediaan Infrastruktur;

bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor

38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan
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Mengingat

Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagai
pengganti Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005,
perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara
dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur;

bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi
dan pembangunan nasional serta meningkatkan
pelayanan umum, perlu dilakukan  percepatan
pelaksanaan  proyek  strategis nasional melalui
peningkatan peran pemanfaatan barang milik negara
untuk kepentingan umum dan kemanfaatan umum;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Kerja

Sama Penyediaan Infrastruktur;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja
Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam
Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang

Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur;



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
164/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan
Infrastruktur, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan angka 12 dan angka 17 Pasal 1 diubah,

sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat
BMN, adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah.

2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang
dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan
pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.

3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang
kewenangan Penggunaan BMN.

4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja
perangkat daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh
Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang
berada dalam penguasaannya dengan sebaik-
baiknya.

5. Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut
Kementerian, adalah perangkat pemerintah yang
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

6. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara

dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan
lainnya.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
Pengguna Barang dalam mengelola dan
menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas
dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang
tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan
fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi
BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan.
Sewa adalah Pemanfaatan BMN oleh pihak lain
dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan
uang tunai.

Kerja Sama Pemanfaatan, yang selanjutnya
disingkat KSP, adalah pendayagunaan BMN oleh
pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam
rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak
dan sumber pembiayaan lainnya.

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, yang
selanjutnya disingkat KSPI, adalah kerja sama
antara pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan
penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan
usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas,
badan hukum asing, atau koperasi.

Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan
suatu opini nilai atas suatu objek Penilaian berupa
BMN pada saat tertentu.

Penilai adalah pihak yang melakukan Penilaian
secara independen berdasarkan kompetensi yang
dimilikinya.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di

lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup
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tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan
BMN.

Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN adalah pihak
yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan
infrastruktur dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan
Infrastruktur.

Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama, yang
selanjutnya disingkat PJPK, adalah Menteri/
Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah, atau Badan
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah
sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Proyek Kerja Sama adalah penyediaan infrastruktur
yang dilakukan melalui perjanjian kerja sama antara
Menteri/Pimpinan Lembaga dengan Badan Usaha
atau pemberian Izin Pengusahaan dari Menteri/
Pimpinan Lembaga kepada Badan Usaha sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ayat (1) huruf c¢ Pasal 14 diubah dan

ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7),

sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 14

Pihak yang dapat menjadi mitra Pemanfaatan BMN

dalam rangka penyediaan infrastruktur:

a. Badan Usaha atau badan hukum yang dapat
menjadi penyewa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang Sewa
BMN, untuk Sewa;

b. semua pihak yang dapat menjadi mitra
Pemanfaatan BMN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang KSP

BMN, untuk KSP; dan



